
' " :rL*i.'iu

LAPORAN PPID

2023

hl;

t

)

I

DINAS KOPERASI, TENGA KERjA DAN

TRANSMIGRASI



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiral Tuhan Yang lv4aha Esa karena atas perkenannya
Laporan Tahunan Pejabat Pengeloia rnformasi dan Dokurneniasi (PPID) Pembantu
Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmrgrasl Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023 dapat diselesaikan den gan baik. Tujua n darr pembuatan aporaniniuntuk
memberikan gambaran tentang tugas pokok, fungs dan kewenangan seTta

memberikan gambaran tentang pelaksanaan kegiatan PPID Pembantu Dinas
Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov nsl Nusa Tenggara Timur Tahun 2023
yang harus djpertanggungJawabkan kepada pimpnan maupun lembaga terkait
lainnya.

Laporan ini menjadi bahan evaluasi dan tolak ukur dalam pelaksanaan
kegiatan PPID Pembantu Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Nusa Tenggara Timur kedepan, dan dlsadari bahwa pengelolaan PPID Pembantu
Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur masih
jauh dari harapan, oleh sebab itu kami membuka diri untuk segalajenis saran dan
masukan sehingga dapat menjadi bahan perbaikan untuk masa yang akan datang.
Semoga laporan ini dapai bermanfaat sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan
kinerja PPID Pembantu Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

Demikian laporan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Kupang, Maret 2024
a.n. Kepala Dinas Dinas Koperasi Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur
Sekretaris/PPID Pemb

Rosa Da Lima Dioqo. SE
Penata Tk. I

NlP. 19700506 199811 2 001
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era dgita saat inr keterbukaar lnformasr pubik rnerupakan kebutuhan pokok

bag setiap orang untuk pengembangan prrbadl dan sosial serta merupakan jaminan

hukum untuk memperoieh informasi sebaga salah satu hak asasi rnanusia

sebagaimana dratur daLam UUD 1945 Pasal 2BF yang menyebutkan bahwa: 'Setiap

orang llerhak untuk berkomun kasi dan memperoleh nformasi untuk mengembangkan

pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, rnemperoleh, memiliki,

menyimpan, mengolah, dan rnenyampa kan nformasi dengan menggunakan segala

jenis sa uran yang tersedia".

Undang-Undang RepLrbl k lndonesia No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

lnformasi Publik yang diundangkan pada tanggal 30 April 2OOB rneng syaratkan bahwa

penyelenggaraan negara harus dilakukan secara terbuka atau transparan Setiap orang

dijamin haknya untuk memperoleh informas publik sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. ln anlara lain bertujuan agar penyeenggaraan negara dapat diawasi oleh

publik dan keteriibatan masyarakat dalam proses penentuan kebljakan publ k senrakln

tlnggi. Keter ibatan iersebut pada akhirnya akan menghasilkan penyelenggaraan negara

yang lebih berkualitas. Partislpasi seperli itu menghendaki adanya jaminan terhadap

keterbukaan informasi publik

Undang-undang tentang Keterbukaan lnforrnasr Publik menjadi andasan hukum

yang mengatur antara la n tentang

Hak setiap orang untuk memperoleh informasi publlk

1. Kewajiban setiap badan plrblik menyediakan dan melayani permintaan informasi

secaia cepat tepat waktu, braya rlngan/proporsionai. dan dengan cata sederhanal

2 lnformasi dengan pengecualian yang bersifat ketat dan terbatas;

3 Kewajiban badan publrk untuk mefirbenahi sistem dokumentasj dan pelayanan

informasi.
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Dasar hukum da am penge oiaa. peiayanan informasi pubiik di

lingkungan Dinas Koperas Tenaga Kerla dar Transmgrasi Provinsi Nusa

Tenggara T mur antara lain sebagai ber ku1

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2016 rertang Keterbukaan lnformasi Publ k:

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20Cg ientang Pelayanan Publlk,

3. LJndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenlang Pemerintah Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa ka i terakhir deNgan L.l ndang-U ndang Nomor 9 Tahun 2015,

4 Peraturan Pemerniah Nornor 61 Tahun 2010 ientang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan nformasi Publrk.

5 Peraturan Pemerintah Nomor 1B Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,

6. Peraturan l\,4enter Dalam Neger Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman

Pengelolaan Pelayanan lnformasi Dan Dokumentasi Dl Lingkungan Kementenan

Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang tentang Pedoman

Pengelolaan Pelayanan lnformasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri

dan Pemenntahan Daerah:

8. Peraturan Komisi lnformasj Nornor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan

lnformasi Pubiik

9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nornor 4 Tahun 2008 tentang

Pelayanan Pub ik di Provinsi Nusa Tenggara Timur:

'10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Tmur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata

Kerja Pejabat Pengelola lnforrnas dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Nusa Tenggara T murl

ll.Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Tmur Nomor 91iKEPiHru2019 tentang

Pengelola Layanan lnformasi dan Dokurnentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;

12 Keputusan Gubernur Nusa Tengqara Timur Nomor 37|KEP/HK2020 tentang

Daftar lnformasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa

Tenggara Timur.
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C. Asas Pelayanan Publik

Dalam Pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 2009 'fahun 2009 tentang Pelayanan

Publik, disebutkan jika daam penyelenggaraan peiayanan publik harus

mengacu pada beDe.apa asas yalr

1 Kepentingan umum adinya pelayanan pub ik digunakan dimanfaatkan, dan

ditujukan untuk kepent ngan masyarakat umum

2. Kepastian hukum artlnya pelayanan publik mem ik dan mengikuti kepastian

hukum khususnya dalam penyelenggaraan pe ayanannya

3. Kesamaan hak arlinya masyarakal rnemll k kesamaan hak dalam

Tnenerima pelayanan publik:

4. Keseimbangan hak dan kewajiban artnya pihak-pihak yang berkaitan

dengan pelayanan publik memllik hak dan kewajiban yang sama;

5. Profesional a(inya dalam menjaankan tugas pihak yang terlibat dalam

pelayanan publik haruslah bersikap profesional:

6. Partisipat f artinya pihak yang terl bat dalam pelayanan publik harus

bersikap padisrpatif

7. Tidak diskriminatif artinya semua masyarakat, tanpa terkecuall, harus

rnendapat perlakuan yang sama atau t dak diskrlminatifi

8. Keterbukaan artinya seluruh phak yang terlibat dalam pelayanan publlk

harus terbuka. misalnya daiam penyampa an informasi,

9. Akuntabilitas ariinya pihak pelayanan publik harus memllikr akuntab litas

atau bertanggung jawab

'l0.Fasllrtas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan artinya pihak

pelayanan publik harus memberikan fasrlltas sefia peIlakukan khusus bagi

mereka yang masuk dalam kelompok rentan

11 Ketepatan waktu artinya pelayanan dan iugas harus senantiasa dilakukan

dengan mengutarnakan ketepatan waktu,

12. Cepat, mudah, dan terjangkau artinya pelayanan publik harus cepat, mudah

atau t dak berbelit-be it, dan terjangkau atau aksesnya mudah.
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BAB II

GAMBARAN UIMUI\,l PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A, STRUKTUR PPID

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi. Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Provinsl N usa Tenggara Tlmur Nomor KIKI133-+8 15 Sek KepLlrl'irlT l0ll tentang Pejabai

Pengelola lnformasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Koperasl Tenaga Kerla dan

Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Tirnur Tahun 2023 maka susunan keanggotaan

pelaksana PPID Pembantu adaiah sebagai berikut:SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT

PENGELOLA INFORI\,IASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEI\,IBANTU DINAS KOPERASI

TENAGA KERJA DAN TRANSI\,IIGRASI

PEJABAT PENGELOLA INFORI\4ASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

PADA DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO NAMA labat:ln
]*rru 

rr*, ,oro, ,,,

7 Sylvia R Peku Dja! /ang, SP, MM

NIP. 19680512 199503 2 003

Kepala Dinas Atasan PPID Pembantu Dinas
Koperasi, Tenaga l(crja dan
Transmigarasi Provinsi Nusa
Tenggara Timur

2 Rosa Da Lima Djogo, SE NIP
1,9700506 799417 2 007

Sekretaris PPID Pemballtu Dinas l(operasi,
flenaga l{crja dan Transmigarasi
Provinsi Nusa Tenggara Timur

3 lr I Wayan Suburatha

NIP. 19660725 198903 1010

Kepala Bidang
Ketransmigrasian

l(oord rnator Prlayrnen ntur m.r-i

FJJr) 
Dokumcrtas Dina\ K' 'Ier.r\

f-enag.r Kerl:r rlr n Tr.rrsmlgarJsi
ProvinsiNusa TenHgara Timur

Drs. Ad-v Edezon Nlandala, M Si

NIP. 19700123 199009 1002
Kepala Bii:iang
Pemberclayaiin
Kcrperasi dan UKlvl

ordin3tor Pelavanan Informasi
Dol(umentasi Dinas Kopclasi,

enaga I{erja datl Transmigarasi
nsi Nusa Tenggara Timur
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NO NANIA labatan KED UDUK,AN DALAIU TIM

6 Filipe Lelo Bere, SE, I\,1Iv{

NIP 19730112 199510 1 002
Kepala Bidang
Kelembagaan dan
Pengawasan
I(operasi

Koordinator Pelayanan Informasi
Can Dokirmentasr Dinas Koperasi,
Ien:gil l(e!a dan Taansmigarasi
Provinsi NLlsa Tenggara Timur

Charles B. M. Foeh, SE, M Sl

NIP. 19711107 199803 1009
Kepala UPTD
Latihan Kerja

Kooldinator Pelayanan Inforntasi
lan Dokumentasi Dinas l(opcrasi,
l'enag: I{erja dan fransmigarasi
Provlnsi Nusa Tcnggar-a Tinrur

B Afriana Kaho, Sti, MH.
NrP. 19720419 199303 2 004

Kasuhag
Kcpegiru,aian dan
Umum

Koordinator Pclavanan Informasi
dan Dokumentasi Dinas Koperasi,
1'enaga Kerja dan Transmigarasi
Provinsi Ntlsa'fenggara Tinlur

9 SIPRIANUS PAULUS DAWAN
NIP. 19820526 2010011 010

Analis
Perencanaan,
Evaluasi Dan
Pclapolan

Koordinator Pelayanan Inlirmasi
Can Dokumcntasi llinas Kopc,rasi,
Ienaga l(caa dan Translnigarasi
Provinsi Nrrsa Tenggara Tinlur.

10 John J. Laimeheri!{,a, S.ST NIP
19670327 198903 1010

subag Keuangan I{oordinator Pclayilnan lnformasi
dan Dokumentasi Dinas Kopcrasi,
Tenaga Kerja dan Transmigarasi
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

11 Jhon FIitz Lakinau, S E, N'{ N'l

NIP.19820323 200012 1 005
I(asubag Tata
Usaha UPTD LK

lioordinator Pelayanan lnlonnasi
dan

Dokumentasi Dlnas K(]perasi,
Tenaga Kcrja dan Tt'ansmigarasi
Provinsi N usa Tenggara Tjmur.

L2 I{omang Hari SLI$,arna, S.AB
IP.19750509 200701 1 012

Analis Ka$,asan
Transmigl"asi

Pengumpul,Pcngklasitlkasi,
Pengelola dan Penyajian Data dan
Dokumentasi Dinas Koperasi,
Tenaga I{crja dan Transmigarasi
Provinsi Nusa Tenggara Tilnur.
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NO NAMA Jabatan
[rrrrrno', 

DALA,\4,M

13 Doris Alexander Leky, S.Kom
NIP.19BB1206 201903 1 006

Pranata I{omputer
Ahli Pertama

Pengunrpul, Pengl<lasifil<asi,
Pengelola dan Penyajian Data dan
Dokunlentasi Dinas l(operasi,
Tenaga Kerja dan Transmigalasi
Provinsi Nusa'l'enggara Timur.

12 Marnon Y. C. Mage, S Kom
NIF.i19940310 202012 2 012

Pranata I{omputer
Al'rli Pertama

P-.ngu mpul, PengkLasifikasi,
Pengelola dan Pcnyajian Data dan
D,,kLLmcnr.r5i Dirras l(opcrasi,
f'enrxr Kerja dan Trarsnrigarasi
Provinsi Nusil Tenggara Timur

13 Wayan Setiawan S.l{om
NIP 19880126 202202 1 002

Pranata Komputer
Ahli Pcrtama

Pengumpul, Pengklasifikasi,
Pengelola elan Penyaiian Data dan
llnkumcrrtds Drn.r\ KLrprri\r
fIenrtJ.r Kcr iJ J,rn Trrn:miH.rrrsL
Pi'ovinsi Nusa Tenggara Timur

B. Pelayanan,nformasi Publik

':.. .a .:1 : :' '., t': .'. .. . ..

lnformasi publik merupakan informasi yang dlhasi kan , dismpan dikelola, dikirim

dan/atau drterima oleh Badan Publrk sebagai Lembaga eksekutif yang berkartan

dengan penyelenggaraan pemrntah daerah lJntuk efektifitas dan efisensi

pelaksanaan pelayanan lnformasi publik dl lngkungan Pemerintah Provinsi Nusa

TenggaraTimurd perlukan standa Operasional Prosedur(SOP) pelayanan nformasl

publik. SOP terkait lnformasi peayanan publ k telah ditetapkan oeh PPLD Utan,a

Pada Dinas Koperasi Tenga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT terdapat SOP

Permohonan lnformasi Publik SOP Dokumentasi lnfororas Pub ik

2. Sarana dan Prasarana Pelayanan lnformasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik di Dinas

Koperasi, Tenga Kerja dan Transmlgrasi Provinsi NTT:

1 Tersedia meja layanan/Front desk layanan,

2 Buku tamu manual, barcode buku tamu barcode Survey Kepuasan l\,4asyarakat

(sK[,4):
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3. N,4eja dan kursi petugas serta kursi tamu,

4. Pcilaptop yang terhubung dengan koneksi nternet,

5. Lemari dan rak penyimpanan dokumen;

6. Free wifi area yang dapat d manfaatkan oleh pemohon nformasi.

3. Waktu Pelayanan lnformasi Waktu pelayanan nformasi

Pada Dinas Koperasi Tenga Kerja dan Transm gras Provinsi NTT efektif setiap hari

kerja. Apabila diluarjam kerja dapat diajukan rnelalu portal PPID utama email, surat

maupun rnedia sosial Adapun jadwal pelayanan rnformasi sebagai berikut :

1. Hari Senin s/d Kamis Pukul : 08.00 s/d 15 00 WTA

2 Hari Jumat Pukui : 08.00 sid 15.30 WTA

4. Daftar lnformasi Publik

Ringkasan ntorrnasr
PeJabatlllnnlSatket

yan!t mon0uasar rempat
Bcnruk

Klasifrkasi

Di!tilal Celak

I Siruklur Orqanlsasi TahLrn 2022
BK

2
T!!as Pokok dan Firnosr
lnspek(nal Daerah

Sekretarral OLfas TahLrfl 2022
BK

3 Sekretarlat Drnas Tahun 2023 BK
Bidarrg Tahun 2023

AK

5
Alamal Akun N,ledia
Sosial

Sekre!arrar Drfas Tahlrn 2023
SS

6 DlsktJpnakerlraos
2A1a12023

Tahrn 2023
5 Tahun SS

7
Dlskopnakertans 2023

Sekreraral0rnas Tahrn 20r3

lantrt 2023

AK

Tahunan (nKT) 2023
AK

I LKrP 2022 Sekrelanat Dinas Tahun 2023 BK

to

Bahan Laporan

Pellanqgunglav/aban
(LKPJ) 2A22

Sek.eia.iat Dinas lahun 2023

BK

SK PPID PefibafilLr
Drskcpnake(rans

Sekrerar ar Drnas

TahL,n 2023
SS

Oaftar Aaran! Milik
Negara
Oiskopnakerlrais

ss

13 SOP Drslopnakcrlrans Sekrelaflat Dirias Tahurr 2023 SS
Rekapan l!rnlah aSN
(PNS dan fjon.PNS)

Xinerla TahLrn Berjalan
(8uia,ran. Trlwu ar

Tahun 2023
SS

Sekreta

Tahun 2C23

BK

16 Data Slalrsrrk Tahufan Tah! n 2023 BK
IT Tahun 2023 AK

Keteranga^:

Sek.etarat Drras

l""l

8.

I

11.

1rr.

I

fat,]nan 
I

l"l



BAB III

PELAKSANAAN PELAYANAN ]NFORI\4AS] PU BLlK

A. Kategori Informasi Publ k

Pelaksanaan pelayanan informasi publ k pada D nas Koperasi, Tenaga

Kerla dan Transmigrasi Provinsi NTT te!'dil dari beberapa jenis informasi

anatara lain :

1. lnformasi yang Wajib Disedlakan dan DiurnL.rmkan Secara Berkala (sesuai

ketentuan pasa I Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan lnformasi Publ k dan pasal 11 Peraturan Komisi lnforrnasi

Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan lnformas Publlk);

2. lnformasi yang Wajib Diurnumkan Secara Serta l\,4eda (sesuai ketentuan

pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

lntormasi Publik dan pasa 12 Peraturan Kornisi lnformasi Nomor 01 Tahun

2010 tentang Standar Layananlnformas Pub ik),

3. lnformasi yang Walib Tersedla Setap Saat (sesuai ketentuan pasai 10

Undang- Undang Nomor 14 Tahln 2008 tentang Keterbukaan lnformasi

Publik dan pasal 12 Peraturan Kornisl lnformasi Nomor 01 Tahun 2010

tentang Standar Layanan lnformasi Publlk);

4. lnformasi yang Dikecualikan (sesuai ketentuan Bab V pasal 17 sld 20

Undang- LJndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi

Publik dan Bab lV pasal 14 s/d 18 Peraturan Kornisi Informasi Nomor 01

Tahun 2010 tentang Standar Layanan lnformasi Publik).

B. Saluran Layanan Informasi

Layanan lnformas publik dapat diperoleh dengan cara sebagal berikut:

1. Datang langsung : l\ilenemul petugas pelayanan nformasi publik;

2. Surat : D alamatkan kepada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan
Transmigrasr Provins NTT. Jln. Basuki Rahmat No.1

3. Email dinkop

I

mail.com



4. Media sosial

. lnstagram :@dinkopnakenrans_provntt

. Facebook :@dinkopnakerlrans_provntt

5. Aplikasi permohonan elektronik pada oortal PPID Utama

htto;//Doidutama.nttorov.oo.id

C. Rincian Pelayanan lnformasi

Selama tahun 2023 Dinas Koperasl, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT

rnenerimapetmohonan informasi dengan rincian sebagai berikut :

z Permohonan lnforrnasl mealui Portal PPID Utama : 1 Permohonan

No Bulan
Jumlah

Permohonan
Waktu
Proses

Jumlah

Permohonan

yang

dikabulkan

J umlah

Permohona

n yang

dltolak

1 Januari 0 0

Februari 0 0

3 lvlaret 0

4 April 0

0

6 Juni 0

7 J uli 0 0

8 Agustus 0

9 Seoiember 1 1

10 Oktober 0 0

0 0

12 Desember 0 0

Jumlah 1 I

; Permohonan lnformasi rnelaiui N/ledia sosial

; Permohonan lnformasi melalui secara langsung

z Permohonan lnformasi melalur Surat

2

4

17 permohonan

I

I

2

ol
0

5 lMei I o 
I

0

Iol
L

I

11 I November 
I



No Bulan
Jumlah

Permohonan

Waktu
Proses

J um lah

Permohona

yang

dlkabulkan

Jurnlah

Penn oh

nan yang

drlolak

7 1-3 Har 1

2 Februari 5 1-3Har 5

3 IIaret 1 1-3Harl 5

4 April 3 1-3 Harl

5 Mei 1-3Hari 2

6 J uni 1

7 Juli 1 1-3 Hari 1

8 Agustus 7

I September 3 1-3 Har 3

1A Oktober 1 1-3Harl 1

November 5 1-3Hari 1

12 Desember 5 1-3Hari I

Jum lah 35

D Penanganan Keberatan dan Sengketa lnforrnasi

Sepanjang Tahun 2023 tidak terdapat keberatan dan sengketa informasi

yang diterima maupun ditanganl oeh Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi NTT.

E. Kendala dalam Pelaksanaan Pelayanan lnformasi Publik

Dalam pelaksanaan pelayanan informas publik selama tahun 2023

terdapat beberapa kendala yang dihadapi baik secara internal maupun eksternal

anta,a lain :

1. Kendala lnternal

. Tidak ada penganggaran untuk kegtatan PPID Pembantu dikarenakan

keterbatasan anggaran,

. Tidak ada ruangan khusus untuk Sekretariat PPID yanE dilengkapi

dengan fasltas sarana dan prasarana yang memadai disebabkan

sarana dan prasarana lebih banyak digunakan untuk keperluan rutini

. Website resn]l D nas D nas Koperasi Tenaga Kerla dan Transrnrgras

Provinsi NTT beberapa kaliterkena serangan hacker sehingga saat ini

tidak dlfungslkan sebaga mana mestinya:
10

I

I

1 I Januari

I

3l
2

1-3 Hari 1

1 1-3 Hari

I
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. Pemenuhan lnformasi publik yang tidak JpCate dan mernakan waktu

dikarenakan harus menunggu untuk prcses koreksi dan pengolahan

data,

. Peiayanan pengeLolaan lnformas o Sekretarlat PPID Pembantu tidak

berjalan sebaga mana mestinya

. Kurang fokusnya pengeloaan PPID Pernbantu dtkarenakan aktivitas

yang tinggl bag pejabat PPID Pembantl] yang tuga merupakan pejabat

yanq rnemegang tupoks jabatan yang sangat banyak aktif tas juga;

' Pemahaman internal terhadap Keterbukaan lnformasl Publik masih

sangat kurang

2. Kendaia Eksterna

. Kesadaran masyarakat untuk memperoeh layanan informasi publik

masih rendah:

. l\,4asih banyak masyarakat yang be um mengetahui media untuk

mernperoleh informas dan belum memahami prosedur permohonan

informasi.
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BAB IV

PENUTUP

A. Rencana Tindak Lanjut

l\relihat permasalahan dan kendala yang ada dl D nas Koperasi Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi NTT maka perlu d lakukaI beberapa haldalamrangka tindak lanjut

1. lvlelakukan perbaikan dan menlngkatkan sistem pengamanan website resrni Dinas

Koperasi, Tenaga Kerja dan Transm grasi Provinsr NTT dengan berkordinasl

dengan Dinas Komunikasi dan Informat ka Provinsi NTT agar segera dapat

difungsikan kemba|;

2. lvlelalukan pengelolaan dan penyediaan informasi yang lebih baik denqan

menyediakan data secara berkala dalam benltlk hardcopy dan softcapy.,

3. Perlu adanya dukungan anggaran yang memadai untuk menunjang kegiatan pplD

dan penyediaan sarana prasarana penunjang Ialnnya,

4. Perlu dilaksanakan penguatan komrtmen dan kapasitas Pejabat PPtD di Dinas

Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmrgrasi Provinsi NTT Provinsi NTT

5. Perlu peningkatan koordinasi antara PPID Utama dan pplD pembantu melaiui

rapat/desk.

6. ll4elakukan sosialisasi dan edukasi tentang Keterbukaan lnforrnasl Publik terutama

mengenai tata cara permohonan informasi kepada Badan Publik melalui berbagai

media elektronrk maupun non elektronik (web, media sosial, brosur, banner, dll)

dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk

mengakses dan memeperoleh informasl pubiik.

B. Kesimpulan

Dari laporan ini dapat disimpulkan bahwa pelayanan, pengelolaan dan penyediaan

informasi publikd Dinas Koperasl, Tenaga Kerjadan Transmigrasi provinsi NTTtelah

berjalan dan dilaksanakan dengan balk. Namum demikian pelayanan belum

dilakukan secara rnakslmal dan masih perlu ditingkatkan terutama terhadap

peningkatan komitrnen dan kapasitas sumber daya manusia pengelola informasi dan

dokumentasi pub ik pengadaan sarana dan prasarana penunjang untuk menjalankan

dan mengelola seda me ayani permohonan informasi pubiik dengan baik.
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Demik an laporan PPID D nas Kcperas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

NTT ini dibuat yang mendeskripslkan a{tvias can Kegatan pengelolaan informasi

publik selama tahun 2023 semoga rnenjad param--ter dan sebagai bahan evaluasi

kinerja bagi pengelo aan PPID kedepan yang belum tercapar, dan semoga laporan rnl

dapat bermanfaat dan menambah semangat dan motvasi dalam mencapai atau

'ren rgkal{ar k ne'.a PPrD oi tal'ur se a-.Lt-/a

Kupang [.4aret 2024
a n Kepala D nas Dlnas erasi Tenaga Keria
dan Transmigrasi Prov ns usa Tenggara Timur
Sekretarls/PPID Pernba
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